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TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
. BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : a.bahwa dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh
pendidikan yang bermutu dan menekan angka putus sekolah serta
menggugah untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang vang
lebih tinggi, maka Pemerintah Kabupaten Lamandau menerapkan
kebijakan memberikan bantuan operasional pendidikan pada
jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar baik
pendidikan formal maupun nonformal,

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan penyeragaman
pelaksanaan pemberian bantuan operasional sekolah daerah dan
pertanggungjawaban penggunaannya perlu diatur pedoman
pelaksanaannya,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pada Pendidikan

. Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4438);
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Bagian Keempat
Mekanisme Pemberian Bosda

Pasal 5

(1) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang akan menerima Bosda harus
melakukan sinkronisasi Dapodik.

(2) Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS), dan
menyerahkan kepada tim verifikasi Bantuan Operasional Sekolah Disdikbud.

Bagian Kelima
Mekanisme Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana BOSDA

Pasal 6

(1) Pencairan dan Pertanggungjawaban dana Bosda berpedoman pada petunjuk
teknis Bosda yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(2) Satuan Pendidikan Penerima Bosda wajib mempertanggungjawabkan bantuan
pendidikan yang diterima.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dituangkan dalam
Aplikasi Buku Kas Umum vang sudah di sediakan oleh pihak Disdikbud.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BOSDA

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Bosda dilaksanakan oleh Disdikbud dan
Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pengawasan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.
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